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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian pada Bab IV diatas, implementasi PPh 21 pada 

komisi di PT.T masih kurang baik karena, pencatatan yang tidak lengkap 

antara pencatatan pembukuan dan dalam software pajak, masih terdapat 

perbedaan besar pemotongan di pencatatan pembukuan perusahaan dengan 

software pajak karena, pehitungan yang salah, hal itu mengakibatkan PT.T 

melakukan lebih bayar kepada negara. Hal ini disebabkan adanya pekerja 

yang berlatar belakang pendidikan berbeda dari yang dikerjakan dan tidak 

adanya pengawasan khusus mengenai apa yang dikerjakan. PT.T 

seharusnya dapat melakukan pengendalian kontrol terhadap apa yang 

dikerjakannya sebelum membayar PPh 21 kepada Negara. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran bagi PT.T adalah sebagai 

berikut. 

1. PT.T dapat melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan 

yang bekerja khususnya dalam menangani pencatatan PPh 21 hingga 

pembayaran, 

2. PT.T dapat mengontrol/memeriksa terlebih dahulu dari mulai 

pencatatan hingga melakukan pembayaran PPh 21 kepada negara agar 

perusahaan tidak melakukan kesalahan pada pencatatan yang memicu 

lebih bayar atau kurang bayar. 

3. Proses pencatatan PPh 21 dari mulai pembukuan bisa diperiksa 

terlebih dahulu mengenai perhitungan, nama, alamat, hingga NPWP 

agar tidak salah catat. 

4. Proses pencatatan pada e-SPT Masa 21-26 dapat dilakukan langsung 

setelah pencatatan di pembukuan perusahaan sudah benar, sehingga 
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ketika waktunya untuk menerbitkan Bukti Potong PPh 21 tidak ada 

perbedaan. 

5. Pada saat melakukan pembayaran PT.T dapat mencatat mengarsipkan 

Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk menandakan dengan 

penomoran yang tepat, bahwa pembayaran tersebut sudah 

dilaksanakan, sehingga tidak melakukan pembayaran lagi dibulan 

berikutnya. 

6. PT.T dapat memaksimalkan penggunaan Accurate dalam perhitungan 

PPh 21, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan 

pemotongan PPh 21. 

7. PT.T dapat menerapkan pengendalian yang baru dengan membuat 

sebuah memo yang harus ditandatangani oleh direksi ketika 

melakukan pembetulan, sehingga ketika terjadi kesalahan dan 

memerlukan pembetulan maka direksi dapat mengetahui kesalahan 

maupun pembetulannya. 
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